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                     

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan 

keji, dan suatu jalan yang buruk.”  (Q.S Al-Isra‟ 17: 32). 
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ABSTRAK 

Nurul Hakiki Nofi Syahfani (S20174006). Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Cyber 

Sex(Video Call Sex) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik Dan Hukum Pidana Islam. 

            Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan hukum pidana mengikuti 

perkembangan tersebut. Apalagi dengan perkembangan internet yang luar biasa tidak hanya 

menyedikan media untuk informasi tetapi juga menyediakan media komunikasi yang semakin 

hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini akan 

membawa dampak positif dan negatif, seperti pedang yang bercula dua. Perkembangan 

teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan tetapi juga dapat menimbulkan sebuah kejahatan 

yang kontemporer yang menghasilkan kejahatan yang baru sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi. Sejalan dengan ini hukum harus mengikuti perkembangan dan kemajuan 

teknologi informasi. 

            Bukan hanya itu fitur- fitur didalamnya juga mulai canggih dengan ini tidak menutup 

kemungkinan akan melahirkan kejahatan yang kontemporer khususnya Menggunakan fitur 

Video yang melahirkan kejahatan Video Call sex Lalu disebarkan oleh salah satu pihak.  

 Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sanksi tindak 

pidana cybersex yang menyebarluaskan Video Call Sex   menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 ? 2) Bagaimana  sanksi tindak pidana  cybersex yang menyebarluaskan Video Call  

Sex menurut Hukum Pidana Islam? 3) Bagaimana komparatif sanksi tindak pidana cybersex 

berupa penyebaran Video Call sex  menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana 

Islam?. 

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui sanksi tindak pidana cybersex yang 

menyebarluaskan Video Call Sex  menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 2) Untuk 

mengetahui sanksi tindak pidana  cybersex yang menyebarluaskan Video Call  Sex menurut 

Hukum Pidana Islam. 3) Untuk  mengetahui komparatif sanksi tindak pidana cybersex berupa 

penyebaran Video Call sex  menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam  

              Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 

research). Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, 

mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, 

berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, 

dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun 

tehnik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. 

             Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) sanski bagi pelaku penyebaran video call sex 

pasal 27 (1) Juncto Pasal 45 ayat(1) Undang-Undang ITE, 2) hukum Pidana Islam Memberikan 

Sanksi Ta’zir  kepada pelaku tindak pidana peneybaran video call sex,  3)  persamaan sanksi 

penyebaran video call sex  dalam Undang-Udang ITE dan hukum Islam adalah tujuan saksi 

tersebut sama ingin mejerakan pelaku dan posisi sanksi undang-undang dan hukum pidana 

islam adalah sama karena sama-sama dari penguasa atau hakim. Perbedaannya hanya terdapat 

dalam sanksi pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna layanan video call sex. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara hukum (rechtsstaat) adalah negara yang seluruh tindakannya 

didasarkan dan diatur oleh hukum.
1
 Teori negara hukum menyajikan konsep-

konsep atau ide-ide bagaimana membangun negara hukum yang baik,
2
 

bagaimana cara hidup bersama, bermasyarakat, dan bernegara yang dapat 

melindungi berbagai kepentingan dan mengatur cara penyelesaian jika terjadi 

benturan antara berbagai kepentingan dengan berpijak pada prinsip tegaknya 

kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan serta kedamaian antara berbagai 

pihak yang berkepentingan tersebut dan sekaligus memberi arahan kepada 

kehidupan yang lebih baik. 

 Teori negara hukum merupakan ide dasar dalam penyelenggaraan negara 

yang baik. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa “hanya negara hukumlah 

yang dapat tegak sempurna, jaya sentosa”.  

Selanjutnya, pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen ketiga 

menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum 

yang berlandaskan Pancasila sehingga segala ketentuan yang diatur oleh 

pemerintah harus berdasarkan hukum.
3
 

                                                             
1
 Nukthoh Arfawi Kurdi, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2005),3. 
2  Kurdi, 14. 
3
Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem 

Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), 1 
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Hukum secara sederhana dibedakan menjadi hukum publik dan hukum 

privat. Disamping itu karena sedemikian luasnya tata hukum yang dicirikan 

dan dikategorikan tentang hal-hal mengenai hubungan antara penguasa dengan 

privat, privat dengan privat. Dalam hubungan internasional publik, terjalinlah 

antara publik dengan publik, publik dengan privat antar negara yang 

berhubungan. Hubungan antara privat dengan privat antar negara termasuk 

hukum internasional privat (hukum perdata internasional). Fokus kajian ini 

mengenai hukum publik ialah mengenai hubungan penguasa dengan 

perorangan atau badan-badan tertentu. Hukum publik juga bisa dikatakan 

hukum pidana. 

Hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu pidana umum 

(algemeenstrafrecht) dan hukum pidana khusus (bijzonder strafrecht). Hukum 

pidana umum adalah hukum pidana yang sengaja telah di bentuk untuk 

diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana 

khusus adalah hukum pidana yang sengaja telah di bentuk untuk diberlakukan 

bagi orang-orang tertentu saja atau merupakan hukum pidana yang mengatur 

tindak pidana tertentu saja.
4
 

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan hukum 

pidana mengikuti perkembangan tersebut. Apalagi dengan perkembangan 

internet yang luar biasa tidak hanya menyedikan media untuk informasi tetapi 

juga menyediakan media komunikasi yang semakin hari semakin berkembang. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini akan membawa 

                                                             
4
P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: PT Citra Aditiya 

Bakti,2013), 12. 
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dampak positif dan negatif, seperti pedang yang bercula dua. Perkembangan 

teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan tetapi juga dapat menimbulkan 

sebuah kejahatan yang kontemporer yang menghasilkan kejahatan yang baru 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Sejalan dengan ini hukum 

harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.
5
 

Bukan hanya media teknologi yang berkembang tetapi aplikasi dan 

fitur-fitur didalamnya seperti whatsapp, facebook, line, Instagram mulai dari 

fitur chatting, video call. Dalam fitur ini yang sering digunakan adalah video 

call  mencapai 75% di tahun 2018,  Bertambah setiap tahunnya 10%.
6
  Tidak 

menutup kemungkinan dengan menggunakan fitur video call ini kejahatan-

kejahatan kontemporer akan menggunakan modus ini, yang zaman dulu, 

operasi pelacuran  sangat sederhana dari mulut ke mulut maka dengan 

perkembangan teknologi, dunia pelacuran semakin canggih.
7
  

Memanfaatkan media video call ini  menggunakan modus baru yaitu 

tanpa menjual Dirinya langsung hanya menawarkan jasa pelayanan seks 

kepada calon kliennya. Transaksi video call sex mekanismenya jauh berbeda 

dengan prostitusi pada umumnya, dengan ini PSK dan klinenya  tidak harus 

bertatapan langsung dalam hal penawaran dan permintaan, hanya melalui 

online maka dari itu rawan untuk keduanya menyebarluaskan video call sex 

ini media elektronik.  

                                                             
5 Adami Chazawi. Ardi Ferdian,  Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,(Malang:Media 

Nusa Creative,2015),.2. 
6 Moh Khory Alfarizi, “Durasi penggunaan Video Call Di atas Rata-Rata Dunia”, Diakses 10 

April 2020 https://tekno.tempo.co/amp/1199071/durasi-penggunaan-video-call-

indonesia-di-atas-rata-rata-dunia 
7
Reno Bachtiar. Edy Purnomo, Bisnis Prostitusi Yang Sangat Meguntungkan,(Yogyakarta: Pinus, 

2017), 5. 

https://tekno.tempo.co/amp/1199071/durasi-penggunaan-video-call-indonesia-di-atas-rata-rata-dunia
https://tekno.tempo.co/amp/1199071/durasi-penggunaan-video-call-indonesia-di-atas-rata-rata-dunia
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Perkembangan kejahatan yang menggunakan media teknologi yang 

semakin canggih ini mengharuskan hukum pidana Islam hadir dan merespon 

kejahatan yang semakin masif sehingga hukum pidana Islam dapat 

berkembang secara dinamis dan responsif di dalam problem masyarakat 

khususnya kejahatan video call sex yamg disebarluaskan ini yang termasuk 

permasalahan  baru.  Bagaimana pandangan  Islam mengenai  sanksi tindak 

pidana video call sex apakah disamakan dengan  tindak pidana yang 

kontemporer. 

Peneliti membandingan undang-undang nomor 19 tahun 2016 dan 

hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana cybersex (videocall sex). 

Peneliti membandingkan undang-undang dan hukum pidana Islam karena 

hukum Islam merupakan sistem hukum yang mana hukum pidana Islam 

merupakan sistem hukum yang berlaku di saudi arabia. Didalam undang-

undang dalam hal penyebaran video call sex ini merupakan delik aduan 

sedangkan dalam hukum pidana Islam kejahatan seperti ini merupakan delik 

biasa yang  langsung memberikan sanksi walaupun tanpa laporan dari 

beberapa pihak..  negara indonesia adalah negara yang religius maka 

penerapan didalam hukum pidana harusnya masuk dalam undang-undang. 

Demikian peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti serta 

mendalami permasalahan tersebut sehingga peneliti  mengangkat judul 

STUDI KOMPARATIF SANKSI TINDAK PIDANA CYBERSEX 

(VIDEO CALL SEX) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 

TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 
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NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG  INFORMASI DAN TRANSAKSI 

ELEKTRONIK  DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

B. Fokus Penelitian 

Dari permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan untuk 

mengkaji permasalahan agar lebih terfokus. Rumusan masalah tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sanksi tindak pidana cybersex yang menyebarluaskan Video 

Call Sex   menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ? 

2. Bagaimana  sanksi tindak pidana  cybersex yang menyebarluaskan Video 

Call  Sex menurut Hukum Pidana Islam? 

3. Bagaimana Komparatif sanksi tindak pidana cybersex berupa penyebaran 

Video Call sex  menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Hukum Pidana 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai ada tiga, yakni: 

1. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana cybersex yang menyebarluaskan 

Video Call Sex   menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana  cybersex yang menyebarluaskan 

Video Call  Sex menurut Hukum Pidana Islam  

3. Untuk  mengetahui Komparatif sanksi tindak pidana cybersex berupa 

penyebaran Video Call sex  menurut UU Nomor 19 Tahun 2016 dan 

Hukum Pidana Islam  
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat dipelajari, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan  

kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuwan tentang 

sanksi tindak pidana cybersex (video call sex) ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan 

hukum pidana Islam,dan mendiskripsikan proses melakukan tindak pidana 

cybersex menggunakan Media video call sex lalu disebarluaskan. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, 

yakni: 

a. Peneliti: Skripsi ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada 

program studi hukum pidana Islam dan mengetahui dan memahami 

sanksi tindak pidana cybersex (Video call sex) ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi 

elektronik dan hukum pidana Islam. 

b. Kampus IAIN Jember: dapat memberikan referensi terhadap 

kepustakaan IAIN Jember khusunya Program Studi Hukum Pidana 

Islam. 
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c. Bagi Masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan 

memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia 

khususnya dalam menyikapi permasalahan cybersex  menggunakan 

media menyebarluaskan video call sex dikalangan masyarakat. 

d. Bagi aparat penegak hukum: dapat diharapkan memberikan masukan 

bagi aparat penegak hukum agar lebih baik dalam pemberian sanksi 

bagi pelaku tindak pidana cybersex menggunakan media  

menyebarluaskan Video call sex. 

E. Definisi Istilah  

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah 

kalimat yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar 

oleh seseorang. Adapun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut: 

1. Studi Komparatif : adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan 

antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan 

perbedaan-perbedaan atau persamaan.
8
 

2. Sanksi : adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah 

memaksa mengindahkan norma-norma hukum.
9
 

3. Tindak pidana : menurut moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidan 

tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.
10

 

                                                             
8
GhitaDesriana, “Landasan Teori Metode Komparatif” , Diakses 10 April 2020, 

,https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjatiac.id/esscamp

/risetmhs/BAB214121410470.pdf&ved=2ahUKEwiey5Xa3_DoAhUOOisKHVA2CXwQFjAA

egQIBBAB&usg=AOvVaw1f55BfRKu0iNSiu_e1CtRh 
9 Kamus Hukum Internasional & Indonesia. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjatiac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf&ved=2ahUKEwiey5Xa3_DoAhUOOisKHVA2CXwQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1f55BfRKu0iNSiu_e1CtRh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjatiac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf&ved=2ahUKEwiey5Xa3_DoAhUOOisKHVA2CXwQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1f55BfRKu0iNSiu_e1CtRh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://sc.syekhnurjatiac.id/esscamp/risetmhs/BAB214121410470.pdf&ved=2ahUKEwiey5Xa3_DoAhUOOisKHVA2CXwQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw1f55BfRKu0iNSiu_e1CtRh
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4. Cyber sex:  adalah penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual atau 

menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasaan 

seksual .
11

 

5. Video call sex : video call sex  terdiri dari dua kata yaitu video call  dan 

sex.  Video call adalah telepon  menggunakan ponsel dengan layar video 

dan mampu menangkap video(gambar) sekaligus suara yang 

ditransmisikan, fungsi telepon video ini sebagai alat komunikasi antara 

satu orang dengan orang lainnya secara waktu nyata (real-time).
12

 

Sedangkan sex adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-

laki, yang sering disebut jenis kelamin.
13

 Jadi video call sex adalah alat 

komunikasi yang menampilkan layar untuk memenuhi  gairah seksual dari 

seseorang. 

6. Hukum Pidana Islam:  adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak 

pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang 

yang dapat di bebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-

dalilyang terperinci atas Al-qur’an dan hadist.
14

  

                                                                                                                                                                       
10

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana,(Jakarta: Pradnya Paramit.a, 

2004), 54. 
11 Reimon Supusepa,”Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang 

Bersarana Internet(Cybersex),” Journal Sasi Vol.17,  No.4 (Oktober-Desember ,2011):. 67. 
12

  Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” Journal 

Ilmiah Dinamika Sosial Vol.1, No 2 (Agustus 2017): 202.  
13

Sugihastutik, Siti Hariti Sastriyani, Glasarium Seks Dan Gender, (Yogyakarta: CarasvatiBooks, 

2007),  211. 
14 Zainuddin Ali,  Hukum Pidana Islam,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 35. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu  

Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penlitian yang hendak dilakukan, kemudian 

membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan ini maka 

akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan peneliti yang 

hendak dilakukan.
15

  

1. Asep Nugraha dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cyber Sex, 

adapun pokok masalahnya Bagaimana Pengharaman Cyber Sex dalam 

hukum Islam?. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif.  

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, 

mengandung madarat dan mafsadat  yang sangat besar yang dapat 

mengakibatkan kerusakan akal, kerusakan jiwa, dan akhirnya dapat 

meruntuhkan aqidah, dan moral umat manusia khususnya umat Islam.  

Adapun Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian  yang 

penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang cyber sex dalam 

pandangan hukum Islam. Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu 

dengan Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terdahulu mengkaji 

hukum pengharaman cybersex  dari pandangan hukum Islam saja , 

sedangkan penelitian ini mengkaji dan meneliti tentang sanksi tindak 

                                                             
15 Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,(Jember: 

IAIN Jember Press, 2019), 39. 
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pidana cybersex  yang menyebarluaskan video call sex  yang ditinjau dari 

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi 

elektronik dan hukum pidana Islam.
16

 

2. Agus Eriyansah  dengan judul Cybersex Dalam Presepektif Hukum Positif 

dan Hukum Islam, Adapun pokok masalahnya 1) apakah penyebab 

timbulnya cybersex? 2) bagaimana dampak tindak kriminal akibat 

pengaruh cybersex, serta penanggulangan cybersex  menurut hukum 

positif dan hukum Islam? 3) bagaimana pandangan hukum Islam tentang 

cybersex  dan apa sanksi yang dikenakan bagi pelakutindak pidana 

cybersex  dalam hukum pidana Islam? 4) bagaimana pandangan hukum 

positif tentang cybersex  di indonesia dan seberapa jauh tingkat efektifitas 

hukum publik dalam menangani kasus cybersex  yang terdapat dalam 

KUHP?. Skripsi ini meggunakan metode pendekatan normatif dan empiris.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, beberpa faktor 

yang mengakibatkan terjadinya cybersex yaitu faktor sosial dan faktor 

ekonomi dan untuk menanggulangi dengan pendekatan kebijakan yang 

meliputi keterpaduan antara politik criminal dan politik sosial, danantara 

penaldan non penal.  

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu 

sama-sama mengkaji tentang sanksi tindak pidana cybersex  menurut 

pandangan hukum Islam. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan 

penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu hanya mengkaji cybersex 

                                                             
16 Asep Nugraha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cyber Sex,”(Skripsi Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005) 
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dari hukum Islam dan hukum positif,dan mengakaji secara sosiologis , 

yaitu pendekatan secara normatif dan empiris. Sedangkan penelitian saat 

ini mengkaji tentang sanksi tindak pidana cybersex yang menyebarluaskan 

video call sex ditinjau dari UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan 

transaksi elektronik dan hukum pidana Islam dan penelitian ini hanya 

menggunakan pendekatan normatif. 
17

 

3. Nasiatul Najmiyati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Pemidanaan Anak Pelaku Cybersex Dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang ITE. Adapun pokok masalahnya 1) Bagaimanakah 

ketentuan pemidanaan bagi anak pelaku Cybersex Dalam Pasal 45 Ayat 

(1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan traksi elektronik ? 2) 

bagaimana sanksi terhadap anak pelaku Cybersex dalam hukum pidana 

Islam?. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif.  

Kesimpulan penelitian Terdahulu hukuman pelaku anak pelaku Cybersex 

menurut Undang-Undang  nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak 

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) 

adalah setengah dari hukuman maksimal orang dewasa dan dalam hukum 

Islam di kenakan ta’zir. 

Persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu 

sama-sama meneliti dan mengkaji tentang sanksi tindak pidana Cybersex 

menurut hukum pidana Islam dan sama-sama menggunakan metode 

pendekatan normatif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dan 

                                                             
17 Agus Eriyansah, “Cybersex Dalam Presepektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” (Skripsi, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) 
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penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu menfokuskan terhadap 

pelaku Cybersex yaitu anak sedangkan penelitian saat ini menfokuskan 

sanksi Cybersex  melai media video call sex ditinjau dari Undang- Undang 

Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elekronik  dan 

hukum pidana Islam.
18

 

4. Rizka Huwaidah dengan Judul Perilaku Cybersex Yang Berdampak Pada 

Perilaku Seks PraNikah Mahasiswa (Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Di 

Kabupaten Jember). Adapun Pokok permasalahanya: Bagaimana Perilaku 

Cybersex yang berdampak pada perilaku Seks Pranikah Pada Mahasiswa?. 

Skripsi ini menggunaka metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan 

Studi Kasus. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penyebab adanya perilsku 

seks pranikah dikarenakan beberapa hal: 1) adanya dorongan biologis atau 

seksual yang sudah tidak dapat mereka bendung dan dilakukan semata-

mata dengan memperkokoh komitmen dalam pacaran 2) ingin memenuhi 

keingintauan dan suadah merasa siap untuk melakukannya. 3) merasakan 

efeksi dari pasangan atau patner seksnya. 

Pesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang di 

lakukan yaitu sama-sama mengkaji dan membahas tentang tindak Pidana 

Cybersex.Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang 

sekarang dilakukan adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang 

penyebab cybersex Tehadap peilaku sexs pada mahasiswa yang terdapat di 

                                                             
18

 Nasiatul Najmiyati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemidanaan Anak Pelaku Cybersex 

Dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE,” (Skripsi  Institut Agama 

Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011) 
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kabupaten jember. Sedangkan penelitian saat ini yaitu mengkaji tentang 

kejahatan cybersex  yang menyebarluaskan Video call sex yang akan di 

tinjau dari Undang –Udang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam.
19

 

5. Suci Prima Yousya dengan Judul Persepsi Mahasiswa Tentang Seks 

Virtual Di Internet. Adapun Pokok Permasalahnya: bagaimana persepsi 

Mahasiswa tentang Seks Virtual Di internet. Skripsi ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi mahasiswa tentang 

camfroq di internet menunjukan bahwa camfroq merupakan media yang 

menampilkan isi pesan yang cenderung Negatif. Hal ini dikarenakan 

camfroq lebih sering digunakan untuk megakses praktek live virtual sex. 

Ini dibuktikan dengan persepsi mahasiswa yang menyatakan tidak pernah 

mengunakan situs tersebut degan semestinya. Rasa penasaran untuk 

memperoleh pengalaman baru, serta privasi yang terjaga menjadikan 

alasan individu mengakses ini.   

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini di 

lakaukan adalah sama-sama mengkaji tentang seks secara 

virtual.Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu hanya 

mengkaji tentang bagaimana persepsi mahasiswa tenang seks virtual di 

Internet dengan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Sedangkan 

penelitian penulis ialah mengkaji tentang bagaimana saksi tentang tindak 

                                                             
19 Rizka Huwaidah” Perilaku Cybersex Yang Berdampak Pada Perilaku Seks PraNikah Mahasiswa 

(Studi Kualitatif Pada Mahasiswa Di Kabupaten Jember), (Skripsi Universitas Jember, 2018) 
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pidana cybersex yang menyebarluaskan video call sex dengan tinjauan 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi 

Elektronik dan hukum pidana Islam dan penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan Normatif.
20

 

B. Kajian Teori  

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana (Strafbaar Feit) 

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 

tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, 

dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang- 

undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat 

yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum 

(wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid). Tidak ada suatu tindak 

pidana tanpa sifat melanggar hukum.
21

 

Pembentukan Undang-Undang telah menggunakan kata 

“Strafbaar Feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai 

“tindak pidana”. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 

pelakunya dapat dikenai hukum pidana.
22

 

Adapun pengertian terkena tindak pidana menurut beberapa 

ahli yaitu : 

                                                             
20 Suci Prima Yousya” Persepsi Mahasiswa Tentang Seks Virtual Di Internet”(Skripsi Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2012) 
21 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 

2009), 1. 
22

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 

2009), 59. 
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1) Mr. WPJ Pompem mengatakan  bahwa tindak pidana merupakan 

sutu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban 

umum. Baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja 

oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut 

dimaksud untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan 

jaminannya kepentingan umum.
23

 

2)  Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa tidak pidana adalah 

sebagai suatu perilaku manusi yang pada suatu saat tertentu telah 

ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap 

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan 

menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat 

didalamnya.
24

 

3) Satochid Kertanegara mengatakan bahawa tindak pidana adalah 

setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai 

dengan hukum. Menyerang kepentingan masyarakat atau  individu 

baik yang terkena langsung maupun tidak langsung tindakan itu.
25

 

4) Moeljanto memakai istilah tindak pidana itu dengan menyebutnya 

sebagai “perbuatan pidana” sedangkan Karni dan Schravendjik 

mengistilahkan starfbaarfeit dengan istilah “perbuatan yang boleh 

                                                             
23 Bambang Poenomo,  Asas-Asas Hukum Pidana,  (Jakarta: Ghaha Indonesia, 2002),  91. 
24 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 181-182 
25

 Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 

2001), 4. 
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dihukum”. Dua sarjana lainnya yakni Tirta-atmidjaja dn Utrech 

mengistilahkan starfbaarfeit dengan istilah “peristiwa pidana.
26 

Berdasarkan  beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 

melakukan suatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan 

yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana 

terdapat pelakuadalah demi terpeliharannya tertib hukum dan terjamin 

kepentingan umum.
27

 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana itu pada umumnya yang dapat kita jabarkan 

kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua yaitu 

unsur-unsur subjektif  dan unsur-unsur   objektif. Yang dimaksud 

dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si 

pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke 

dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan, yaitu didalam 

keadaan-keadaan  mana  tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di 

lakukan.
28

  

  

                                                             
26 H.M. Rasyid Arimandan Fahmi Raghib, Hukum Pidana (Malang: Setara Press, 2016), 58-59. 
27

 Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana,(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 69. 
28

 P.A.F.Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 193. 
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Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus  dan culpa). 

2) Maksud atau voornemen  pada suatu percobaan atau poging seperti 

yang dimaksud Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 

misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasaan, pemalsuan dan lain-lain. 

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad  sepertiyang 

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut 

Pasal 340 KUHP. 

5) Perasaan takut atau  vress seperto yang natara lain terdapat di dalam 

rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
29

 

Unsur-unsur objektif  dari sesuatu tindak pidana itu adalah: 

1) Sifat melanggar hukum. 

2) Kualitas dari si pelaku. 

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 

penyebab dengan sesuatu kenyatan sebagai akibat. 

Adapun pendapat yang lain unsur-unsur tindak pidana yaitu: 

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan) 

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

4) Unsur melawan hukum objektif. 

                                                             
29

Lamintang, 194. 
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5)  Unsur melawan hukum subjektif.
30

 

Sedangkan menurut Adami Chazawi Suatu perbuatan yang 

sudah memenuhi unsur tindak pidana sehingga dapat dikatakan pelaku 

tindak pidana. Menurut moeljatno terdapat tiga unsur tindak pidana 

yaitu:
31

 

1) Perbuatan Pidana.  

2) Melawan Hukum. 

3) Ada Kesalahan. 

c. Macam-Macam Tindak Pidana 

1) Delik Formil dan Delik Materiil 

Delik formil adalah delik atau perbuatan tindak pidana yang 

dilarang melakukan tindak melanggar hukum yang diatur dalam 

undang-undang. Pengaturan tersebut seperti pasal 362 KUHP 

tentang pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik atau 

tindak pidana yang baru dianggap setelah terjadinya adalah suatu 

tindak melawan hukum atau tindak pidana atau delik. Ketika 

perbuatan tindak pidana dilakukan barulah proses penjatuhan 

hukuman berlaku bagi pelaku tersebut. Seperti yang meliputi pasal 

338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang 

penganiayaan.
32

 

  

                                                             
30

 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana,(Jakarta: Ghalian Indonesia, 

2001), 25-27. 
31

 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan,(Surabaya: ITS Press,2009),  6. 
32 Extrix Mangkepriyanto, Hukum Pidana Dan Kriminologi, (Guepedia.Com) 72-73. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 19 

2) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut 

Delik yang berdiri sendiri adalah pelaku tidak boleh 

melakukan satu perbuatan tertentu yang tidak boleh dilakukan 

menurut aturan yang berlaku dan di berlakukan. Yang mana 

hukuman yang berlaku bagi setiap satu kasus maka akan dijerat. 

Sedangkan delik berlanjut adalah deliknya masih berkaitan 

dengan delik yang berdiri sendiri tapi dengan yang masih saling 

berhubungan erat dengan delik yang berdiri sendiri tersebut. Sama 

dengan pidana penyertaan dalam keterkaitan dan memiliki unsur 

keterkaitan dengan delik yang berdiri sendiri.
33

 

3) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan 

Delik sengaja adalah delik yang merupakan datangnya dari 

niat dan keinginan yang sudah direncanakan baik itu atas kemauan 

sendiri maupun atas dorongan dari pihak lain.Sedangkan delik 

kealpaan adalah delik yang dilakukan oleh pelaku karna dasar tidak 

sengaja dan bahkan tidak diinginkan suatu tindak pidana terjadi.
34

 

4) Delik Khusus dan Delik Umum 

Delik khusus adalah delik yang dilakukan oleh orang-orang 

tertentu saja. Sama seperti delik sederhana dimana tindak 

pidananya sangat jelas terlihat. 

                                                             
33

 Extrix Mangkepriyanto,75. 
34 Extrix Mangkepriyanto,78-79. 
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Delik umum adalah delik dimana tindak pidana dapat dilakukan 

setiap orang . delik ini sama delik pada umumnya setiap orang 

dapat dijatuhi hukuman atas dasar kesalahan perilakunya.
35

 

d. Jenis-Jenis Sanksi  

Macam-macam hukuman telah tercantum dalam KUHP dalam 

Buku I Bab II Pasal 10 tentang Penghukuman Pidana terdiri atas :
36

 

1) Pidana Pokok. 

a) Pidana mati. 

 Pidana mati adalah satu-satunya bentuk hukuman yang 

menjadi diskursus dimasyarakat. Padahal hak hidup adalah 

salah satu hak yang telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar 

1945 sebagaimana konsitusi negara.  Adapun pidana mati 

dapat dibenarkan karena hal-hal tertentu yaitu perbuatan 

pidannya sangat membahayakan kepentingan umum.
37

 Di 

Indonesia hukuman mati yang berlaku saat ini dilakukan 

dengan cara menembak mati bukan dengan cara 

menggantungkan di terpidana pada tiang gantung.
38

 

b) Pidana penjara. 

 Pidana penjara merupakan pidana hilangnya kemerdekaan. 

Lama pidana penjara bisa seumur hidup dan bisa juga selama 

                                                             
35 Extrix Mangkepriyanto,80. 
36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
37 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana,(Jakarta: 

Pernadamedia Group,2014),  65. 
38 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 67. 
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waktu tertentu. Pidana selama waktu tertentu minimal adalah 

satu hari dan maksimal lima belas tahun.
39

 

c) Pidana kurungan. 

Pidana kurungan adalah bentuk pidana yang di pandang 

lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana kurungan dijalani 

di rumah tahanan, yang juga dipergunakan untuk menampung 

mereka yang di kenai pidana kurungan sementara.
40

 

d) Pidana denda. 

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda 

yang jumlah ancaman pidananya relatif ringan yang mana 

dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara 

dan denda. pidana dendan dalam KUHP hanya terdapat di pasal 

403 dan pasal –pasal pelanggaran.
41

 

e) Pidana tutupan. 

 Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui 

UU No. 20 tahun 1946 Tentang Hukuman tutupan. Pidana 

tutupan merupakan alternatf dari pidana penjara karena alasan 

tindak pidana yang patut dihormati. Pidana tutupan di 

tempatkan ditempat khusus bernama rumah tutupan.
42

 

  

                                                             
39 Suyanto,  Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Depublish,2017), 85. 
40 J Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 3 Hukum Panitensier, (Yogyakarta: Maharsa, 

2017), 35-36. 
41 Andi Hamzah,  Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), 192. 
42 Tommy Leonard,”Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem 

Hukum Pidana Di Indonesia”, Journal Yustisia, Vol.5, No.2, 2016, 473. 
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2) Pidana Tambahan. 

a) Pencabutan Hak-hak tertentu. 

Pencabutan hak-hak tertentu itu besifat sementara, 

kecuali terpidana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hak-

hak yang dapat di cabut tercantum pada pasal 35 ayat (1) yaitu: 

(1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu. 

(2) Hak masuk angkatan bersenjata. 

(3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang  diadakan 

berdasarkan aturan-aturan umum. 

(4) Hak menjalankan kuasa bapak, menjalankan perwakilan 

atau pengampunan dari anaknya sendri. 

(5) Hak melakukan pekerjaan umum.
43

 

b) Perampasan barang-barang tertentu. 

Ada dua macam barang yang dapat dirampas yaitu barang-

barang yang di dapat karena kejahatan dan barang yang dengan 

sengaja di gunakan dalam melakukan kejahatan.
44

 

c) Pengumuman putusan hakim. 

Jan Remmelink berpendapat dari sudut padang terpidana 

dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim 

akan menjadi suatu penderitaan yang serius bagi terpidana 

karena menyentuh nama baik dan martabatnya. Disisi lain 

dengan dijatuhkannya pidana pengumuman putusan hakim 

                                                             
43

 Zulaeha, Dasar- Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta:Deepublish, 2017), 99. 
44 Andi Hamzah,  Hukum Pidana Indonesia, 202. 
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maka akan membantu masyarakat terhindar dari kelihaian 

busuk pelaku atau ksesembronoan pelaku kejahatan yang dapat 

merugikan korban
45

 

2. Tinjauan Umum Tentang Cybersex 

a. Pengertian Cybersex 

Cybersex didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk 

terlibat dalam aktivitas kesenangan seksual, seperti melihat gambar-

gambar erotis, berpartisipasi dalam chatting  tentang seks, saling tukar 

menukar gambar atau email tentang seks, dan sebagainya, yang 

terkadang diikuti oleh masturbasi. Hal serupa diungkapkan oleh 

Carners, Delmonico dan Griffin bahwa cybersex adalah mengakses 

pornografi di internet, terlibat dalam real-time yaitu percakapan 

tentang seksual online  dengan orang lain dan mengakses multimedia 

software. Maheu juga mendefinisikan cybersex dimana terjadi ketika 

orang menggunakan komputer yang berisi tentang teks, suara, gambar, 

yang didapatkan dari software atau internet untuk stimulus seksual dan 

secara khusus mencangkup dua atau lebih orang berinteraksi di 

internet yang membangkitkan gairah seksual satu dengan yang lain.
46

 

Sedangkan menurut sepusepa cybersex merupakan permainan 

peran antara para pengguna yang mengagap diri mereka melakukan 

hubungan seksual secara nyata, dengan menggambarkan sesuatu untuk 

                                                             
45 Dwi Army Okik Arissandi, Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca 

Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan  Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung , 

tesis,(Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 10. 
46

Didik M. Arif Mansur, Ciber Law Aspek Hukum Teknologi, (Bandung: Rafika Aditama, 

2006),25. 
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mendorong fantasi seksual mereka.
47

 Menurut asiku cybersex adalah 

bercinta didunia maya yang kemunculannya didukung sejak di 

temukannya webcam yang di padukan dengan software chatting.
48

 

Saputro menyatakan cybersex  merupakan rangkaian kegiatan yang 

merupakan medium komputer untuk mengakses konten seksual baik 

berupa teks maupun audio visual. Konten tersebut di dapatkan melalui 

software atau situs internet tertentu dengan tujuan khusus untuk 

menampilkan para objek pelaku seksual yang saling meningkatkan 

gairah seksual
49

 

Cybersex  merupakan media atau alat komunikasi yang dibuat 

menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks atau pornografi atau 

porno aksi melalui saran komputer dengan jaringan internet.  Cybersex 

merupakan salah satu kejahatan cyber crime  yang dilakukan secara 

diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Situs seperti ini bisa diakses 

secara bebas, meskipun yang mengakses belum cukup umur.
50

 

b. Jenis Perilaku cybersex 

1) Mengakses pornografi di internet (seperti gambar, cerita texs, 

gambar) 

2) Mengakses pornografi Multimedia software tidak harus online 

(seperti menonton VCD/DVD yang berisi porno). 

                                                             
47 Supusepa. R. “Kebijakan Kriminal Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan 

Internet (cybersex)”, Journal Sasi, Vol.17, No.4, 10. 
48

 Asiku, A,D.Cybersex Finaly Expose,(Jakarta: Mahenjo Daro Publising,2005), 6. 
49 Saputro ”Perilaku seks Pra Nikah Mahasiswa Penggunaan Jasa Cyeber sex dikota 

Semarang”,Journal Kesehatan Masyarakat, Vol.3,No 3,(2015), 7. 
50 Fawwas, Ahmad, “Cybersex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan UU NO 4 Tahun 2008 

Tentang Pornografi”, Journal Pendidikan dan Pranata Islam Vol. 10, No. 1( Maret 2019), 53.  
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3) Real time adalah fantasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi 

dapat memudahkan untuk berkomunikasi.Real time dengan 

pasangan dapat dibagi menjadi: 

a) Chat sex  

Penggunaan Chatting untuk menyalurkan nafsu  para 

pelaku cybersex. para pelaku cyebersex dalam penggunaa chat  

yaitu dengan kata-kata yang erotis sehingga membuat keduanya 

terangsang. 

b) Phone sex  

Merupakan bentuk Fantasi hubungan seksual 

menggunakn dialog via telvon. Menggunakan telvon ini pelaku 

cybersex akan membayangkan dirinya berhubungan seksual 

sehingga pelaku tersebut mencapai klimaks. 

c) Video Call Sex  

Biasanya pelaku cybersex melakukan video call sex agar  

vantasi yang dirasakan menjadi lebih nyata seperti phone sex, 

tapi bedanya pengguna metode ini menggunakan alat tambahan 

berupa webcam yang membantu pengguna untuk dapat 

memperlihatkan anggota tubuhnya satu sama lain. Lebih jauh, 

video call sex ini terbukti menjadi media transaksi bagi bisni 

pelacur online. Setelah melakukan transaksi secara online, PSK 

tersebut akan memberikan servis tertentu kepada pembeli 

melalui kamera yang tersedia. Dengan seperti itu, aktifitas 
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pelacur online dilakukan secara digital tanpa harus berkontak 

fisik  antara kedua pihak.
51

 

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam 

a. Pengertian Tindak Pidana  

Jarimah berasal dari kata akar kata jarama, yajrimu, jarimatan, 

yang berarti “berbuat” dan memotong. Kemudian secara khusus di 

pergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang 

dibenci “. Kata jarimah juga berasal dari kata jarama, yajrima yang 

berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan 

keadilan dan menyimpan dari jalan yang lurus”
52

 

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah menyatakan jarimah 

adalah melakukan perbuatan yag diharamkan yang apabila melakukan 

mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu apabila tidak 

melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan 

(perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan 

adanya ancaman hukuman tertentu.
53

 

b. Pengertian Sanksi  

Dalam Hukum pidana Islam sanksi dikenal dengan istilah 

uqubah.  Adapun menurut istilah fuqaha uqubah atau hukuman adalah 

pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas 

pelanggaran peritah pembua syariat (Allah dan Rasul-nya). Dari 

                                                             
51 H.Muttaqin”Urgensi Pembaruan Fiqh Era Cyberspace”,Journal Hukum Islam, Vol.1 No.1, 

(2019), 7. 
52

 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebeni, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung:CV 

Pustaka Setia, 2013), 14. 
53

 Hasan, 15. 
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definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan 

balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang 

dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan 

untuk menjaga maslahat atas kepentigan banyak orang, baik si korban 

kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada 

umumnya.
54

 

Menurut Abdul Qadir Awdah hukuman adalah suatu 

penderitaan yang di bebankan kepada seseorang akibat perbuatannya 

melanggar hukum. Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenui 

beberapa unsur baik yang  bersifat umum maupun khusus. Khusus 

dalam masalah tindak pidana maka ada dua hal yang tidak dapat di 

pisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah 

terputus kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan 

saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu 

perbuatan atau melaksanakannya untuk itu di perlukan sanksi berupa 

hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.
55

  

c. Macam-macam Jarimah 

Jarimah adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam 

sanksi dengan ketetapan syariat (Hukum Islam). Jarimah terbagi dalam 

tiga jenis yaitu:
56

 

  

                                                             
54 Mardani, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Kencana, 2019), 49. 
55  Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia,(Yogyakarta: Teras, 2009), 113.  
56 Fuad Tohari, Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisas dan 

Ta’zir), (Yogyakarta: Deepublik,2018), 10. 
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1) Jarimah hudud 

a) Pengertian jarimah Hudud 

kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had, pada 

dasarnya had berarti pemisah antara dua hal atau yang 

membedakan  antara sesuatu dengan yang lain.menurut bahasa  

had berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan 

kepada pelaku kemaksiatan disebut juga hudud  karena 

hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang 

yang dikenakan hukuman tidak menulangi perbuatanyang 

menyebabkannya di hukum.  

Menurut istilah syara‟ had adalah, pemberian hukuman 

yang merupakan hak Allah SWT.hukuman bersyarat tidak 

termasuk ke dalam pengertian itu karena tidak tentu dan 

penetapannya bergantung pada pendapat penguasa. Jarimah 

hudud merupakan hukuman yang tidak dapat dihapuskan 

sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan 

ancamannya ditentukan oleh Nash.
57

 Atau perbuatan melanggar 

hukum yang jenis dan ancamanya ditentukan oleh nas, yaitu 

hukuman had Allah SWT. Hukuman had tidak mempunyai 

batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa di hapus oleh 

perorangan.
58

 

  

                                                             
57

 Makhrus Munajat., Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), 12. 
58 Mahrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta:Cakrawala,2006), 

12. 
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b) Macam-macam hudud 

Ditinjau dari segi dominasi hak,terdapat dua jenis hudud 

yaitu:  

(1) hudud yang termasuk had Allah yaitu semua jenis sanksi 

yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia 

meninggalkan semua hal yang di perintahkan. 

(2) hudud yang termasuk hak manusia yaitu semua jenis sanksi 

yang diberlakukan  kepada seseorang karena ia melanggar 

laangan Allah Swt. 

Kemudian jika ditinjau dari segi materi jarimah hudud 

terbagi menjadi tujuh, yaitu: 
59

 

(1) hudud  atas jarimah zina 

(2) hudud atas minum khamar 

(3) hudud atas al-baghyu 

(4) hudud atas murtad 

(5) hudud atas hurabah 

(6) hudud atas pencurian (sariqah) 

(7) hudud  atas qadzf.
60

 

  

                                                             
59 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH,2015),cet ke 3, 16. 
60 Syaikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, Fathul Qorib, (Kediri: 

ZAMZAM, 2016), 205. 
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2) Jarimah qishash 

a)  Pengertian Qishash dan Diyat 

Secara etimologis qishash berasal dari kata َّ يَ قَص َّ-قَص-

 yang berarti menelusuri jejak atau langkah. Adapun قَصَصَا

secara terminologi yang dikemukaan oleh Al-Jurjani, yaitu 

mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku 

persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut 

(terhadap korban).
61

 

Pengertian diyat  secara etimologis berarti mengalir, 

akan tetapi jika digunakan adalah kata masdar (diyat) berarti 

membayar harta tebusan yang di berikan kepada korban atau 

walinya dengan sebab tindak pidana pembunuhan yang 

dimaafkan, tindak pidana semi sengaja dan tindak pidana tidak 

sengaja, dan juga tindak pidana penganiayaan. Adapun secara 

terminologi yaitu harta yang wajib dibayarkan dan diberikan 

oleh pelaku jinayat kepada korban atau walinya sebagai ganti 

rugi, disebabkan jinyat  yang dilakukan oleh si pelaku kepada 

korban.
62

   

Setiap qishas dan diyat  mempunyai hukuman yang 

telah ditentukan sebagai hak perorangan. Hak perorangan disini 

                                                             
61

 Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, 4. 
62 Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritongga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinaya, 

(Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 3. 
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maksudnya adalah bahwa si korban atau walinya mempunyai 

hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki, 

apabila korban atau wali korban memaafkan maka gugurlah 

sanksinya.
63

 

b) Macam-macam qishash 

qishash  ada dua macam yaitu:  

(1) qishash karena melakukan jarimah  pembunuhan  

Sanksi hukum qisas yang di berlakukan terhadap 

pelaku pembunuhan sengaja terdapat dalam firman Allah 

SWT berikut: 

                 

                     

                    

                   

      

Artinya: wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas 

kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang 

kanu bunuh.oramg merdeka dengan orang merdeka, 

hamba dengan hamba dan wanita denga wanita. 

Bagi siapa yang dapat maaf dari saudaranya, 
hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara 

yang baik, hendaklah (yang diberi maaf) 

membayar(diyat) kepada yang memberi maaf 

dengan cara baik. (Q.S Al-Baqarah: 178) 

                                                             
63 Idik Saeful Bahari, Risalah Mahasiswa Hukum, (Bandung: CV Rasi Terbit, 2017), 228. 
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Ayat diatas menjelaskan tentang hukuman qishas 

bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya dengan 

sengaja, dan pihak korban tidak memaafkan pelaku.
64

 

(1) qishash  karena melakukan penganiyaan. 

Qishas terhadap anggota badan masih tetap berlaku 

dengan sanksi-sanksi hukum ysnng beragam satu sama 

lain sesuai dengan jenis ,cara, dan di bagian tubuh mana 

jarimah penganiyayan terjadi. Adapun jenis-jenis 

jarimah penganiyayaan yaitu sebagai berikut. 
65

. 

(a) Memotong anggota tubuh atau bagaian yang 

semakna dengannya. 

(b) Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun 

secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh. 

(c) Melukai di bagian kepala korban. 

(d) Melukai di bagian tubuh korban. 

(e) Melukai bagian-bagian lain yang belum disebut 

diatas. 

3) Jarimah Ta’zir  

Menurut arti bahasa ta’zir dari kata    َر عَزَّ yang artinya 

mencegah atau menolak atau mendidik. Pengertian ini sesuai 

dengan apa yang dikemukaan oleh Abdul Qadir Audah dan 

Wahbah Zuhaili. Menuurut Wahbah Zuhaili ta’zir menurut syara’ 

                                                             
64 Irfan, 5. 
65

 Irfan, 9. 



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 33 

adalah hukuman yang diterapkan atas perbuatan maksiat atau 

jinayah  yang tidak dikenakan hukuman  had  dan tidak pula 

kifarat.
66

 

Dapat pula dikatakan ta’zir suatu jarimah yang diancam 

dengan hukuman ta’zir. pelaksanaan hukuman ta’zir baik 

larangannya tentukan oleh nashatau tidak, baik perbuatan yang 

melanggar hak Allah atau hak perorangan, hukumannya tetap 

diserahkan kepada penguasa. Hukuman dalam ta’zir tidak 

ditentukan kadar atau ukurannya, artinya batas terendah dan batas 

tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Dalam menetapkan 

jarimah ta’zir prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah 

menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota 

masyarakat dari kemudharatan.
67

 

Macam-macam ta’zir dari segi sifatnya dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu: karena melakukan maksiat, karena melakukan 

perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, karena 

melakukan pelanggaran.  Jika dilihat dari segi penetapannya ta’zir  

di bagi menjadi tiga yaitu: berasal dari jarimah hudud  dan qishash 

tetapi syarat-sayarat tidak terpenuhi atau adanya syubhat, jarimah 

ta’zir yang jenisnya disebutkan dalamnas tetapi hukumannya 

belum diterapkan, jarimah ta’zir  baik jenis dan sanksinya tidak 

                                                             
66 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,, 248-249. 
67 Darsih Darsih dan Halil Husairi, “ Ta’zir Dalam Prespektif Fiqh Jinayat”, Jurnal Kajian Ilmu-

Ilmu Hukum, Vol. 16, No.2, 2019, 62 
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disebutkan dalam nasnya.
68

 Adapun pembagian jarimah ta’zir  

menurut Abdul Qodir Audah ada tiga macam yaitu:
69

 

a) Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau 

qishas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau adanya 

syubhat. 

b) jarimah ta’zir yang jenisnya tidak disebutkan dalam nash 

syara’ tetapi hukumannya belum di terapkan. 

c) Jarimah ta’zir  yang jenis maupun sanksinya belum ditentukan 

oleh syara’. 

4) Zina Mata  

Sering sekali kita mendengar zina mata yang mana zina 

tersebut adalah zina majazi sdangkan zina alat kelamin adalah zina 

hakiki.
70

 Sesunggguhnya Allah telah berfirman dalam Q.S An- Nur 

ayat 30- 31 yang berbunyi:  

                   

                  

                 

                       

              

                                                             
68

 Muslich, 255. 
69 Haryianto, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam, (Yokyakarta: Mahameru Press, 

2017),81-82. 
70 Nu Online,” Kajian Hadist Perihal Hadist Zina Mata dan Zina Tangan”, Diakses Tanggal 07 

April 2021 jam 21:20,  
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                    

                      

                       

                  

               

Artinya:”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman 

hendaklaj ,ereka menhan pandangan dan memelihara 

kemaluannya: yang demikian itu adalah lebih suci bagi 

mereka, sessungguhnya Allah maha mengetahui apa yang 

mereka perbuat “. Katakanlah pada wanita yang beriman: 

“hendaklah mereka menahan padangannya dan 

kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya 

kecuali yang(biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 

mereka menutup kain kudung kedadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 

putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, 

atau suadara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 

saudara lelaki mereka, atau putera-putera suadara 

perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki 

yang tidak mempunyai keinginan (terhadap mereka) atau 

anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 

janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung”. 

 

Dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 diatas menjelaskan 

perintah menjaga pandangan dan kemaluanya. Maka mejaga 

pandangan dilarang melihat yang berbau mesum atau 

membangkitkan bihari (gambar-gambar porno, tayangan-tayangan 
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porno, dan lain-lain), dan menjaga kemaluan artinya menahan 

nafsu bihari agar terhindar dari perbuatan zina. 
71

 

Allah juga melarang untuk memperlihatkan dan melihat 

Aurat. Dalam Islam masalah aurat sangat penting, Islam melarang, 

laki-laki maupun perempuan memperlihatkan auratnya. 

Aisyah meriwayatkan, bahwa Asma binti Abu Bakar 

(saudaranya)pernah masuk kerumah Rasulullah SAW. Dengan 

berpakaian tipis sehingga nampak kulitnya. Kemudian Rasulullah 

SAW berpaling dan mengatakan, “Hai Asma”!, sesungguhnya 

seorang perempuanbila sudah datang waktu haid, tidak patut 

diperilihatkan tubuhnya itu, melainkan, ini ia menunjuk muka dan 

telapak tangan”. (HR. Abu Dawud).
72

 

Hadit ini menurut peneliti hadist dinyatakan sebagai hadist 

lemah. Namun, Al-Albani dalam Al-Irwa’ menyatakan bahwa 

derajat hadist ini hasan dan dapat digunakan berdasarkan adanya 

penguat hadist lain melalui jalur hadist Asma Binti Umais.
73

 

Berdasarkan hadist tersebut melarang mengumbar, memperlihatkan 

dan melihat aurat hukumnya haram.  

                                                             
71 Marzuki Umar Sa’adah, Perilaku Sex Menyimpang & Sexsualitas Kontemporer Umat Islam, 

(Yogyakarta: UII Press,2001), 23 
72

Abu Daud  Sunan Abu Daud, Kitab Pakaian, Bab” Perhiasan Yang Boleh Ditampakkan Wanita”, 

Nomor Hadist, 3580. 
73 Mulyadi, Pornografi Dalam Pandangan Islam,(Jurnal:UG Jakarata, 2008), 3.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari 

merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan 

masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.
74

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian pustaka (library research). Yaitu mengumpulkan 

data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan 

memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi 

penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-

majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian 

ditarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, 

secara kategorikal termasuk kedalam jenis penelitian Yuridis Normatif. 

                                                             
74

 Sugiyono, Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.(Bandung, Alfabeta,2016),  2. 
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Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka
75

 

2. Pendekataan penelitian  

a. Pendekatan undang-undang (statute approach) 

Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari peraturan perundang-

undangan yang berlaku (hukum positif) dan peraturan pelaksanaannya 

yang mengatur masalah kejahatan cyber sex melalui video call sex, baik 

pada saat perumusannya maupun dalam implementasinya, untuk 

kemudian dikaji kemudian ditarik kesimpulan yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

b. Pendekatan komparatif (comparative approach ) 

Pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dan 

menganalisis regulasi yang mengatur tentang sanksi  Tindak Pidana 

Cyber Sex (video call sex) dalam hukum pidana positif dan hukum 

pidana Islam.
76

 

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penellitian 

ini adalah menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data dan 

membaca hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, karya ilmiah, 

                                                             
75 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008),54. 
76 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana,2009),  22. 
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surat kabar, majalah atau yang lainnya. Adapun data yang dikumpulkan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:
77

 

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.
78

 Yang terdiri dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang sebelumnya yang 

berkaitan khususnya tentang masalah cyber sex . 

2. Bahan hukum sekunder adalah data tambahan yang tidak diperoleh secara 

langsung dari sumber primer. Data sekunder merupakan data yang 

mendukung obyek kajian yang mendukung dan melengkapi data primer.
79

 

Yang ,terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan karya tulis dan lainnya yang 

berkaitan dengan topik yang dibahas. 

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, eksiklopedia, media cetak 

dan yang lainnya. 

C. Teknik Analisa bahan hukum 

Teknik analisa bahan hukum merupakan suatu cara untuk memecahkan 

sebuah masalah dengan mengkaitkan antara teori dan pokok permasalahan. 

Menurut teori Milles dan Huberman terdapat tiga teknik analisa data, yakni: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data dengan 

                                                             
77 Amiruddin Dan Zainal Azikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,( Jakarta: Rajawali 

Pers,2013), 118. 
78 Soekanto, Perubahan Atas Nama Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI 

Press,1986), 12. 
79 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji,Penelitian Hukum Normatif; Suatu Pengantar, (Jakarta: 

Rajawali,1986), 13. 
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memilih dan memilah untuk disesuaikan dengan fokus penelitian serta 

dapat ditarik kesimpulan/diverifikasi. Reduksi data juga dapat dikatakan 

proses transformasi dan kasar ke dalam data yang diperlukan untuk 

dianalisis. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang terkumpul dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian yang sering digunakan dalam penelitian normatif 

adalah bentuk deskriptif yang merupakan penyederhanaan dari informasi 

yang banyak jumlahnya kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan. 

Data yang diperoleh dikategorikan menurut pokok permasalahan dan dibuat 

dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-

pola hubungan satu data dengan data lainnya. 

3. Pemeriksaan Kesimpulan 

Pemeriksaan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

penemuan baru yang sebelumnya belum ada. Kesimpulan harus dapat 

memberikan jawaban atas fokus penelitian dan harus dapat menghasilkan 

temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi tentang suatu obyek atau 

fenomena yang sebelumnya masih samar, setelah diteliti menjadi jelas. 

D. Keabsahan bahan hukum 

Keabsahan bahan hukum merupakan pembuktian terhadap penelitian 

yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. 

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui 
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keabsahan data dengan cara Triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data 

dengan menggunakan berbagai sumber data yaitu dengan dokumentasi tentang 

refrensi yang di gunakan oleh peneliti. 
80

 Maka dengan metode triangulasi  

dokumentasi ini penulis membandingkan dengan penelitian-peelitian 

terdahulu terkait pembahsan-pembahasan mengenai hal serupa yang kemudian 

di bandingkan dengan kasus cyber sex(penyebaran Video Call Sex) kemudian 

penulis dapat menarik suatu kesimpulan sehingga melaui metode-metode 

tersebut penulis dapat menyajikan data-data yang dapat di uji kebenarannya. 

E. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka 

disusun tahap-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan rencana 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari 

penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan 

sampai pada penulisan laporan. Ada empat tahapan dalam pelaksanaan 

penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap pra riset 

Peneliti mengumpulkan data dan refrensi yang ada mengenai sanksi 

tindak pidana cybersex  melalui video call sex mulaidari bahan sekunder, 

primer dan tersier. 

2. Tahap pelaksana riset 

Setelah bahan-bahan terkumpul peneliti menyusun kerangka 

penulisan sehingga menjadi sistematis dalam penulisan. 

                                                             
80 Meolong dalam Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum; Makna Dialog Antara Hukum 

dan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Belajar,2009), 386. 
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3. Tahap pasca riset 

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. 

Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data 

kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh 

sebelumnya. Tahap analisis ini, penulis melakukan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu peneliti juga 

melakukan penjilidan dan konsultasi untuk ujian seminar proposal.  

F. Sistematika pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi tentang judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. 

BAB II     KAJIAN KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dan kajian teori yang mencakup teori dasar 

mengenai aturan sanksi tindak pidana cyber sex khususnya dalam 

pengembangan penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

  Berisi tentang jenis penelitian yang digunakan dan pendekatan 

penelitian, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan 

tahap-tahap poenelitian.  
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BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI  TEMUAN  

  Berisi tentang tinjauan hukum mengenai sanksi tindak pidana 

cyeber sex (video call sex) menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam.  

BAB V  PENUTUP 

  Berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan penelitian 

penulis dan saran yang termuat dalam karya tulis ini yang nantinya 

bisa bermanfaat bagi penulis dan orang lain serta daftar pustaka. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS TEMUAN 

A. Analisis Sanksi Tindak Pidana cybersex yang menyebarluaskan Video 

Call Sex menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Mengenai Kesusilaan telah ada beberapa undang-undang yang 

mengaturnya yaitu: 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

 Dalam Bab XIV KUHP diatur tentang kejahatan kesusilaan, yang 

terdapat dalam pasal 281 dan pasal 282 tetapi di dalam pasal tidak diatur 

mengenai definisi kesusilaan. Di dalam pasal 281 berbunyi : 

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan 

atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah  

a. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan  

b. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ 

bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. 

R.Soesilo berkomentar dapat dihukum menurut pasal tersebut, 

maka orang itu harus :  

a. sengaja merusak kesopanan di muka umum artinya perbuatan merusak 

kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat 

atau didatangi orang banyak misalnya pinggir jalan, pasar. 

b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain yang hadir disitu tidak 

dengan kemauan sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, 
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dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki 

perbuatan itu.
81

 

2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang pornografi 

lebih jelas memberikan definis tentang pornografi yaitu pasal 1 ayat (1) 

yang berbunyi: 

Pornografi adalah gambar, sektsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, 

bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak 

tubuh, atau bentuk pesan lainya melaui bentuk media komunikasi 

dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau 

eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan dalam 

masyarakat.
82

 

 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang- 

undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam sembilan pasal mulai 

dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Dalam sembilan pasal tersebut 

dapat dirumuskan dua puluh bentuk jenis tindak pidana.
83

 Dua puluh jenis 

kejahatan yaitu:  seseorang yang mendistribusikan dan menstransmisikan 

atau membuat dapat diakses yang memiliki muatan kesusilaan, dan yang 

memiliki muatan perjudian, yang memilik muatan penghinaan dan 

pencemaran nama baik, memilik muatan pemerasan atau pengancaman, 

                                                             
81 R.Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar – Komentarnya Lengkap 

Pasal Demi Pasal, (Bogor : Politeia 1991), 93 
82

 Naskah Undang –Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi 
83

  Adami Hazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletroniik,(Malang: 

MNC, 2011), 3. 
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menyebarkan berita hoaxs, menyebarkan ujaran kebencian, mencuri dan 

menjebol sistem pengamanan, menyadap, memanipulasi dokumen 

elektronik.
84

 

1. Anasis cybersex yang menyebarluaskan video call sex menurut 

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 

Di dalam Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik 

terdapat dua puluh jenis tindak kejahatan di mana sanksi tindak pidana 

penyebar video call sex termasuk di dalamnya yaitu tentang 

mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses yang 

mamiliki muatan kesusilaan. Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi 

tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana di bidang ITE. Karena 

objek dan perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa 

informasi elektronik. Sedangkan jika dilihat dari sudut letak atau tempat 

sifat laranganya dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana 

kesusilaan.
85

 Perbuatan penyebaran video call sex  tersebut dapat di 

masukan dalam pasal 27 ayat (1) yaitu: 

Pasal 27  

(1) Setiap orang dengan tanpa sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan, dan/atau menstransmisikan dan/atau 

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau 

dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar 

kesusilaan.
86

 

 

Dalam pasal tersebut masih membutuhkan penjelasan yaitu 

mengenai: 

                                                             
84 Adami Hazawi, Ardi Ferdian, 7. 
85

 Adami Hazawi, Ardi Ferdian, 10. 
86 Naskah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. 
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a. Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau 

menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 

kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
87

 

Mendistribusikan menurut Adami Chazawi adalah perbuatan dalam 

bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, 

mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik dengan 

menggunakan teknologi informasi.
88

 

  Sedangkan menurut Josua Sitompul mendistribusikan 

adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa 

pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini 

dapat dilakukan dengan mengirim email, SMS (Short Message 

Service), atau MMS (Multimedia Messaging Services), kepada banyak 

penerima. Si Pembuat informasi membuat informasi tesebut dapat 

dilihat oleh siapa saja seperti publikasi disitus atau media tertentu atau 

menggungah video melalui file sharing website juga termasuk dalam 

kategori mendistribusikan.
89

 

b. Yang dimaksud “ Menstranmisikan” adalah Mengirimkan Informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu 

pihak lain melalui sistem eletronik. 

c. Yang dimaksud” membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain 

selain mendistribusikan dan menstransmisikan melalui sistem 

                                                             
87 Naskah Penjelasan Undang-Undang  Nomor 19Tahun  2016. 
88 Adami Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan,(Surabaya: ITS Press, 2009), 8. 
89 Josua Sitompul, cybersape,  Cybercrime, Cyberlaw. Tinjauan Aspek Hukum Pidana, (Jakarta: 

Tata Nusa, 2012), 9 
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elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.  

Ketentuan pasal 27 ayat 1 sangat berkaitan dengan perlindungan 

data diri pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi 

seseorang. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi tanpa 

tindakan memata matai. 

 Dalam tindak pidana Penyebaran video call sex telah memenuhi 

unsur tindak pidana pasal 27 ayat (1) yang terdiri dari unsur-unsur 

berikut:
90

 

Unsur Subjektif  

a. Kesalahan : dengan sengaja 

Pelaku dengan sengaja merekam aksi  video call sex  yang dilakukan 

dua arah.  

Unsur objektif 

b. Melawan hukum: tanpa hak 

Penyebaran  video call sex  yang telah direkam oleh salah satu pihak 

ke media sosial. 

c. Perbuatan : mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat 

diakses. 

d. Objek  

Infomasi elektonik atau dokumen elektronik yang memuat kesusilaan. 

                                                             
90 Adami CHazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Eletroniik, 11. 
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Berdasarkan unsur-unsur tersebut penyebar  video call sex dapat 

dikenakan pertanggung jawaban pidana. Terhadap pelaku penyebaran 

video call sex melanggar pasal 27 ayat (1) Jo. 45 ayat (1). Unsur unsur  

dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) UU ITE sebenarnya mutatis mutandis 

dengan unsur-unsur pasal 27 ayat (1). Berarti dengan terpenuhinya unsur-

unsur pasal 27 ayat (1) , unsur-unsur pasal 45 ayat (1) juga telah 

terpenuhi.
91

 Dalam bunyi pasal 45 ayat (1) yaitu: 

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 27 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 

1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).
92

 

 

2. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam penyebaran video call sex 

adalah : 

a. Penyedia Jasa meliputi mucikari dan Author 

Mucikari adalah orang yang mengadakan, menyediakan, 

menawarkan agar pelanggannya tertarik. 
93

Sedangkan Author adalah 

pencipta, penyedia, pemilik dari website yang menawarkan VCS 

dalam dunia maya.
94

 

penyedia jasa video call sex  dapat di jerat Hukum dengan 

Undang-undang Pornografi pasal 4 ayat (2) yaitu: 

 

                                                             
91 Alexander  Nicko Hermawan, “Penyebaran Konten Pornografi  Melalui  Media Elektronik 

Ditinjau  Dari Undang-Undang Informasi  Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang –Undang 

Pornografi”, Journal Education  and Development, Vol.8 No.4, 2020, 675. 
92 Naskah Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. 
93 Bagon Suryanto, Sosiologi Anak, (Jakarta: Kencana, 2019), 276. 
94 Agus Raharjo, Cybercrime, Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

(Bandung: Citra Adtiya Bakti, 2002), 97.  
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Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: 

a.  Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan 

yang mengesankan ketelanjangan. 

b. Menyajikan secara ekspilisit alat kelamin. 

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual. 

d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun 

tidak langsung.
95

 

 

Jika tindak pidana tersebut di lakukan maka pelaku dapat 

dipidana dengan pidana paling singkat enam bulan dan paling lama 

enam tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250 juta dan 

paling banyak Rp. 3 miliar.
96

  

b. Pemeran video call sex 

Pemeran video call sex  adalah orang yang terdapat di dalam 

video tersebut yang melakukan adegan tertentu. Sanksi bagi pelaku 

pemeran video call sex dijerat dengan Pasal 8 Juncto pasal 34 Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. 

Pasal 8 

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan 

atas dirinya menjadi objek atau model yang mengandung 

muatan pornografi.
97

 

 

Jika melanggar pasal tersebut pelaku dapat dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun  dan paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.
98

 

c. Pengguna Internet. 

Pengguna internet adalah orang atau siapa saja yang 

menggunakan jasa internet untuk kegiatan sesuatu atau mengunjugi 

                                                             
95

Naskah Undang-U ndang Nomor 44 tahun 2008. 
96 Pasal  30 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. 
97

 Naskah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
98  Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
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website-website yang dikunjugi. Dalam pengguna internet meliputi 

mengunduh atau mendonlowad dan menyimpan video call sex. 

Mengunduh atau mendownload dan penyimpan video call sex 

dapat dijerat pidana dengan Undang-Undang Pornografi. Bagi 

pengunduh atau pendownload dapat di jerat dalam pasal 5 jouncto 

pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.  

Pasal 5 

Setiap orang dilarang meminjamkan dan mengunduh 

pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
99

 

 

Apabila melanggar pasal 5 maka dapat dipidana dengan pidana 

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2 

miliar.
100

Sedangkan bagi pengguna internet yang menyimpan dan 

memilik konten video call sex yaitu dapat di jerat dengan pasal 6 

Juncto pasal 32 Undang-Undang Pornografi. 

Pasal 6 

Setiap orang dilarang mendengarkan, mempertontonkan, 

memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang 

diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

Apabila pasal 6 tersebut di langgar maka dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp. 2 Miliar.
101

 

d. Pengguna layanan video call sex  

Pengguna layanan video call sex di Indonesia belum bisa dijerat 

pidana karena tidak ada peraturan yang bisa dijadikan dasar hukum, 
                                                             
99 Naskah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
100

 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. 
101 Pasal 31 Undang-Undang Pornografi. 
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pengguna layanan seksual dengan  modus prostitusi online pun tidak 

dapat di ancam pidana.
102

 

Dengan pengecualian apabila pengguna video call sex  

mengirim dan menyebarluaskan video call sex tersebut kepada pihak 

lain, barulah dapat di jerat dengan Undang-Undang ITE. Maka dari itu 

pengguna Layanan seksual belum bisa di jerat kecuali disertai dengan 

pidana lain yaitu merekam dan menyimpan video tersebut maka dijerat 

dengan pornografi. 

B. Sanski Tindak Pidana Cybersex  Penyebar Video Call Sex Ditinjau Dari 

Hukum Pidana Islam 

Allah SWT telah mealarang untuk menujukan kepada hal kejelekan 

dan hal maksiat, Allah SWT telah berfirman dalam Qur’an Surat Al-Maidah:2. 

                      

 

Artinya : “Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 

pelanggaran Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksanya.”(Al-Maidah: 2). 

 

Dalam hadist juga di sebutkan yaitu: 

“Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan 

mendapatkan dosa dari yang mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi 

dosa mereka sedikit pun juga.”(H.R Muslim Nomor:1017) 

                                                             
102 Natahalia Naibaho, “Porstitusi Online Dan Hukum Pidana”. (Hukum online, 2019), 

Diakses tanggal 29 Maret 2021, 

(https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c5abece7e335/prostitusi-online-dan-hukum-pidana-

oleh--nathalina-naibaho) 
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Inti dua dalil di atas menunjukkan dengan jelas bahwa siapa yang 

memberi petunjuk pada kejelekan, dosa, maksiat, ia akan mendapatkan aliran 

dosa dari orang yang mengikutinya. Maka cukup bukti dasar hukum di atas 

bagi pelaku  penyebar konten video call sex maka maksiatnya terhitung pula 

bermaksiat.
103

 

Salah satu prinsip Islam yang telah ditetapkan adalah jika ia 

mengharamkan sesuatu, maka ia mengharamkan pula berbagai sarana yang 

menghantarkan kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju ke 

arahnya, yaitu dalam kaidah fiqih:
104

 

 

Artinya: “sarana yang menghantarkan kepada perbuatan haram adalah 

haram“ 

Kaidah ini memperkuat ketentuan hukum mengenai diharamkannya 

menyebarluaskan video call sex didalam Islam.  Berdasarkan kaidah ini, yang 

diharamkan bukan hanya menyebarluaskan, tetapi juga yang melihat dan 

membuatnya. Bahkan orang –orang yang melakukan dua hal yaitu melihat dan 

membuat. 

Sanksi bagi pelaku penyebaran video call sex  dalam hukum pidana 

Islam dapat di kenai hukum ta’zir bukan termasuk jarimah qishas dan hudud, 

karena di dalam nash tidak terdapat sanksi tentang penyebaran video call sex. 

Dapat dipastikan bahwa di zaman rasululllah belum ditemukan teknologi dan 

                                                             
103 Muhammad Abdul Tuasikal,” Tolong Menolong Dalam Dosa”, Muslim.or.id, Diakses Tanggal 

08 April 2021,  
104 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2007), 140. 
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internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist yang 

menyebutkan secara eksplisit mengenai hudud  penyebar video call sex.  

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran video call sex 

adalah: 

1. Penyedian jasa meliputi Mucikari dan Author 

Dalam hukum Islam mucikari dan author dapat di jerat dengan 

jarimah ta’zir. Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau 

hakim. 

2.  Pelaku video call sex  meliputi Pemeran video call sex  dan Pengguna 

layanan video call sex. 

Bagi pelaku video call sex belum bisa di kategorikan zina. 

Pengertian zina sendri yaitu Zina secara etimologis berasal dari bahasa 

Arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan.
105

  Melakukan video 

call sex tidak dapat masukkan dalam hukuman zina karena tidak 

memenuhi unsur zina  dimana unsur zina yaitu: 

a. Perbuatan hubungan kelamin 

b. Antara laki-laki dengan perempuan. 

c. Dilakukan dengan suka sama suka. 

d. Oleh orang-orang yang terikat perkawinan atau tidak terikat 

perkawinan.
106

 

                                                             
105 Emma  Sulaeman,  Delik  Perzinaan  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia, 

(Semarang: Walisongo Press, 2008), 47 
106 M. Ali,”Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok 

dalam Hukum Pidana”,  Journal Hukum, No.17, Vol.1 2010, 85. 
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Dari unsur-unsur diatas perbuatan video call sex ini tidak 

memenuhi unsur yang pertama karena video call sex tidak  sampai 

berhubungan kelamin tetapi pelaku video call sex  hanya memperlihatkan 

anggota tubuhnya satu sama lain dengan jarak jauh menggunakan bantuan 

webcam. Tetapi bukan berarti video call sex  tidak haram karena Allah 

SWT telah berfirman dalam surat al isra ayat 32 yang berbunyi: 

                     

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”  (Q.S Al-Isra‟ 17: 32). 

 

Maka hukuman  pelaku video call sex  tidak dapat di hudud  karena 

tidak ada ketetapan nash mengenai hukumannya. Dalam kaidah fiqih juga 

tidak boleh dengan cara analogi yaitu kaidah berikut: “tidak boleh 

penetapan jarimah hudud dengan cara analogi penetapannya harus 

dengan nash.
107

 

3. Pengguna Internet 

Pengguna internet meliputi  menyimpan atau mengunduh dan 

melihatt video call sex. Allah juga mengaharamkan bagi mereka yang 

melihat, mengunduh atau menyimpan. Sanksi bagi pengunduh atau 

penyimpan dan melihat dapat dijerat dengan jarimah ta’zir, hukumannya 

ditentukan oleh penguasa atau hakim. 

   Dalam qonun Aceh segala perbuatan yang 

mengarah pada perzinahan yang terdapat dalam Undang – Undang No.14 

                                                             
107 A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2007), 138. 
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Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum yang terdapat dalam Bab II 

mengenai Ruang Lingkup dan Tujuan, uqubat berkhalwat / mesum 

terdapat dalam pasal 22 yaitu diancam dengan uqubat ta’zir berupa 

dicambuk paling banyak 9 kali paling sedikit 3 kali dan/atau denda paling 

banyak sepuluh juta rupiah dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu 

rupiah. 

C. Komparatif Sanksi Tindak Pidana Cyber Sex (Video Call Sex) Menurut 

UU ITE dan Hukum Pidana Islam 

1. Persamaan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap 

sanksi pelaku Penyebaran video call sex 

a. Tujuan Sanksi Pihak-Pihak Terlibat Dalam Penyebaran Video Call Sex  

Pada dasarnya keberadaan Undang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan hukum pidana Islam adalah memberikan 

kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. 

Penerapan hukuman pada undang-undang ITE dan hukum pidana 

Islam adalah dengan tujuan agar mengendalikan situasi dan 

masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat dan untuk 

menimbulkan kesadaran bagi pelakunya. 

Sanksi tindak pidana penyebaran video call sex menurut 

Undang-undang Informasi dan transaksi dan hukum pidana Islam 

subtansi sanksinya sama yaitu sama-sama ingin membuat jera pelaku 

dan pembelajaran bagi masyarakat lain
108

 

                                                             
108 Daud Rasyid, Islam dalam Berbagai Dimensi, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 186. 
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Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam Penyebaran 

video call sex menurut Undang-undang ITE dan Hukum pidana Islam 

adalah adanya sanksi Penyebaran video call sex menurut Undang-

undang ITE dan Hukum pidana Islam adalah sama-sama bertujuan 

sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang 

mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak 

menyepelekan setiap tingkah laku.
109

 

b. Posisi Sanksi Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik 

Dalam Hukum Pidana Islam 

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk 

Republik, memiliki ideologi atau pandangan hidup yaitu Pancasila. 

Seharusnya hukum di Indonesia dapat menjadi jembatan dalam 

mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. 

Sebagaimana yang tercantum dalam Pancasila yang berkedudukan 

sebagai Staatsfundamental norm yang mana Indonesia bukanlah 

sebuah negara agama ataupun sebuah negara parsial. Hal ini dengan 

adanya sila pertama yaitu yang “ber-Ketuhanan Yang Maha Esa” 

merupakan perwujudan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang 

berdasarkan agama.
110

 

Penggunaan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional 

dapat dibenarkan secara filosofis, konstitusional maupun dari segi 

kebijakan umum pembangunan negara. Secara filosofis sila ketuhanan 

                                                             
109

 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2000),191. 
110 Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, (Medan: PT. Sofmedia, 2009), 2. 
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yang maha esa merupakan landasan kuat bagi pengguna hukum agama 

dalam hukum nasional. Secara konstitusional ditegaskan bahwa negara 

Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam 

kebijakan negara, pembangunan hukum agama bagi pembinaan hukum 

nasioanal terutama dalam wawasan Nusantara.
111

 Moh Yamin 

mengatakan secara lisan khusus mengenai peri-Ketuhanan “bahwa 

bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang 

berperadaban luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang 

Maha Esa. Oleh sebab itu dengan sendirinya kata insaf, bahwa negara 

kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan ber-Ketuhanan dan Tuhan 

akan melindungi negara Indonesia yang merdeka itu.
112

 

Sesungguhnya sanksi penyebar dan yang terlibat dalam 

penyebaran video call sex di dalam undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik dan hukum pidana Islam adalah sama. sanksi di 

dalam undang-undang adalah hukum pidana Islam karena sanksi dalam 

Undang-Undang ITE merupakan sanksi dari hukum pidana Islam yang 

mana sanksi tersebut sama-sama merupakan sanksi yang berasal  dari 

penguasa atau hakim. 

  

                                                             
111 Muhammad Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 21. 
112 Edi Sumtaki, Syariat Urgensi dan Konsekuensinya (Islam): Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: 

Komunitas Nisita, 2003), 74. 
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2. Perbedaan Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam terhadap 

sanksi pelaku Penyebaran video call sex  Dan Pihak Pihak Yang 

Terlibat Di Dalam Penyebaran Video Call Sex 

a. Sanksi Penyebar dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyebaran 

video call sex Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 

Sanksi bagi pelaku penyebaran video call sex dapat dijerat 

dengan pasal 27 ayat (1) yaitu mengenai mendistribusikan, 

menstransmisikan dan dapat di akses yang bermuatan kesusilaan.
113

 

Sanksi pidana penyebaran video call sex yaitu di pidana dengan pidana 

penjara paling lam 6 tahun dan/atau pidan denda paling banyak satu 

miliar.
114

 

Adapun bagi pihak pihak yang terlibat dalam penyebaran video 

call sex  yaitu: 

1) Penyedia jasa (mucikari dan Author)  sanksi pidana bagi penyedia 

jasa video call sex  yaitu melanggar Undang-Undang Pornografi 

Pasal 4 ayat (2) tetang menawarkan, mengiklankan jasa pornografi. 

Sanksi pidana bagi penyedia jasa video call sex adalah dipidana 

dengan pidana paling singkat 6 (enam ) bulan dan paling lama 6 

(enam) tahun adan/atau pidana denda paling sedikit 250 juta dan 

pailng banyak 3 miliar.
115

 

2) Pemeran video call sex dapat dijerat dengan pasal 8 Undang-

Undang Pornografi mengenai persetujuan menjadi objek model 
                                                             
113 Naskah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  
114

  Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
115 Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
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video call sex. Sanksi dari pemeran video call sex tersebut dapat 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun paling 

lama 10 tahun dan/ atau pidana denda paling banyak 5 miliar.
116

 

3) Pengguna Internet meliputi pengunduh atau mengdonlowad dan 

menyimpan video call sex. Bagi pengunduh dan mengdonlowad 

video call sex dapat di jerat dengan pasal 5 Undang Undang 

Pornografi tentang mengunduh atau mengdomlowad konten 

pornografi. Sanksi bagi pengunduh dapat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2 

miliar.
117

 Sedangkan bagi penyimpan video call sex  dapat dijerat 

dengan pasal 6 Undang-Undang Pornografi yaitu tentang 

penyimpanan produk pornografi. sanksi bagi penyimpan produk 

pornografi  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak 2 miliar.
118

 

4) Pengguna layanan video call sex tidak dapat dijerat hukum karena 

di Indonesia masih belum ada dasar hukum yang dapat menjerat 

pengguna layanan video call sex. 

b. Sanksi Penyebar dan Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penyebaran  

video call sex Menurut Hukum Pidana Islam   

Dalam hukum Islam tidak ada nash tentang  sanksi penyebaran 

video call sex. Namun dalam Islam telah melarang untuk mendekati 

zina. Dalam Hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya 
                                                             
116  Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
117

 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
118 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 
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terhadap para pelakunya dibahas dalam fiqih jinayah. Dalam fiqh 

jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh syara’ 

dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Dalam hal ini, jarimah 

diartikan sebagai larangan- larangan syara’ yang diancam oleh Allah 

dengan hukuman had (hukuman yang sudah ada ketentuannya dalam 

nash Al-Qur‟an atau As-Sunnah) atau ta’zir (hukuman yang tidak ada 

nas- nya).
119

 

Dalam Hukum Pidana Islam bagi penyebar video call sex  

dikenai sanksi ta’zir yang mana  Sanksi tersebut diserahkan 

sepenuhnya keada penguasa atau hakim.  

Sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran video 

call sex yaitu :  

a) Penyedia jasa (mucikari dan Author)  sanksi bagi penyedia jasa 

adalah sanksi ta’zir. 

b) Pemeran video call Sex  sanksi bagi pemeran dan pelaku video call 

sex  adalah  sanksi ta’zir. 

c) Pengguna Internet meliputi pengunduh atau mengdonlowad dan 

menyimpan video call sex.  Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi 

pengunduh dan menyimpan serta melihat di sanksi ta’zir. 

d) Pengguna layanan video call sex 

Dalam hukum pidana Islam bagi pengguna layanan video call sex  

dapat dijerat dengan sanksi ta’zir. 

                                                             
119 Ahmad Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), 121. 
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Tabel 4.1  

Pihak-pihak Terlibat Undang-Undang Hukum Pidana Islam 

Penyebar video call 

sex 

Dijerat Pasal 27 ayat (1) 

Juncto pasal 45 ayat (1) 

Undang-Undang ITE 

 

 Sanksi ta’zir 

Pemeran video call 

sex 

Dijerat Pasal 8 Juncto 

pasal 30  Undang-

Undang Pornografi 

 

 Sanksi ta’zir 

Penyedia Jasa video 

call sex 

Dijerat Pasal 4 ayat (2) 

Juncto pasal 29 Undang-

Undang Pornografi 

 Sanksi ta’zir 

Pengguna 

Internet(pengunduh 

dan penyimpan video 

call sex) 

-pengunduh: Dijerat 

Pasal 5 Juncto pasal 31 

Undang-Undang 

Pornografi 

- penyimpan: dijerat pasal 

6 Juncto Pasal 32 

Undang-Undang 

Pornografi 

Bagi pengunduh dan 

menyimpan serta 

melihat di Sanksi ta’zir 

Pengguna layanan 

video call sex 

tidak dapat dijerat hukum 

karena belum ada dasar 

Hukumnya 

 Sanksi ta’zir 

 

Dari tabel diatas dapat di lihat perbedaan mengenai sanksi-

sanksi yang terlibat di dalam penyebaran video call sex dalam undang-

undang di indonesia belum menjerat bagi pelaku penggunna jasa video 

call sex ini, sedangkan dalam hukum pidana Islam menjerat semua 

lapisan tindak pidana cybersex video call sex ini. 

C. Analisis Penulis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyebar Video Call 

Sex dan Pihak-pihak Yang Terlibat  Ditinjau Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 dan Hukum Pidana Islam 

Pencegahan dan pemberantasan dalam penyebaran Video Call Sex 

Melalui internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 
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Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) yang 

berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 

melanggar kesusilaan”.  

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap 

Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), 

ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan 

dengan pornografi. 

Sedangkan bagi Pihak Pihak yang terlibat mulai dari penyedia jasa, 

pemeran, pengguna internet yang mengunduh serta menyimpan video call sex 

dapat dijerat dengan Undang Pornografi.  Bagi pengguna layanan video call 

sex tidak dapat di jerat hukum karena di Indonesia belum ada dasar 

hukumnya. 

Dalam Hukum Pidana Islam mulai dari penyebar, penyedia jasa, 

pengunduh dan penyimpan, serta pengguna layanan video call sex  di sanksi 

dengan hukuman ta’zir.  Sesungguhnya dalam sanksi penghukuman di 

Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam Sama karena sanksi dalam udang-

undang itu lah hukum pidana Islam. Hanya saja berbeda pada pemberian 

sanksi terhadap pengguna layanan video call sex di undang-undang tidak ada 
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sanksi bagi pengguna layanan video call sex sedangkan di hukum pidana 

Islam dapat di sanksi dengan sanksi ta’zir. 

Tindak pidana pornogarfi merupakan tindak pidana cukup sering 

terjadi.Penyebarannya yang melalui media eletronik menjadi modus 

panyebaran saat ini.Hal ini membuat kerugiaan yang lebih besar terhadap 

korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses 

oleh umum.
120

 

Pertanggungjawaban pidana harus dapat dihubungkan dengan fungsi 

preventif hukum pidana.Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan 

untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi 

hukum perbuatannya.Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana 

merupakan resiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.Bagi masyarakat 

pencelaan yang sejak awal dipahami oleh pembuat. Bagi masyarakat 

pencelaan hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat 

lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana.
121

 

  

                                                             
120 L Heru Sujamawardi,” Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik”, Journal Dialogia Iuridica, Vol. 9 No.2 2018, 94. 
121 Bambang Poenomo, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 3.  
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BAB VI 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Sanksi Penyebaran video call sex menurut Undang-Undang Nomor 19 

tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam 

Pasal 27 ayat (1) Juncto Pasal 45 ayat (1)  dipidana dengan pidana  paling 

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.00,00 

(Satu Miliar Rupiah). 

2. Sanksi Penyebaran video call sex menurut Hukum Pidana Islam adalah 

sanksi ta’zir yaitu diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim 

karena sanksi penyebaran video call sex tidak ada di dalam nash maupun 

Hadist 

3. Dalam Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam tujuan sanksi bagi 

penyebaran video call sex  sama-sama ingin menjerakan pelaku agar tidak 

mengulangi perbuatannya, dan posisi sanksi Undang-Undang dalam 

Hukum Pidana Islam Sama Karena Sesungguhnya sanksi Undang-undang 

Itu lah Hukum Pidana Islam. Perbedaanya hanya terdapat dalam sanksi 

terhadap pihak-pihak yang terlibat yaitu pengguna layanan video call sex 

dalam Undang-Undang Tidak dapat dijerat Hukum Karena belum Ada 

dasar hukum yang mengatur tentang pengguna layanan video call sex. 

  



digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id�—�digilib.iain-jember.ac.id

 66 

B. Saran  

1. Peneliti merasa Skripsi ini masih banyak kekurangan, penulis belum 

membahas teknis atau sistem tindak pidana video call sex ini secara 

empiris, sehingga dapat di lanjutkan oleh peneliti lainya. 

2. Bagi badan legeslatif pentingnya mengadakan pengkoreksian Undang-

Undang agar semua lapisan yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijerat 

hukum, khususnya dalam Undang-Undang ITE belum dapat menjerat bagi 

Pelaku Pengguna Pelayanan video call sex, maka dari itu nilai-nilai hukum 

pidana Islam harus masuk kedalam undang-undang di Indonesia. 
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